
 

 

RANCANGAN 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

NOMOR : 3/KEP.DPRD/2023 

 

TENTANG 

  

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 31/KEP.DPRD/2022 TENTANG 

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 

Menimbang  :  a.  bahwa Program Pembentukan Perda Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Nomor : 31/KEP.DPRD/2022,  namun 
karena adanya usulan pengajuan Rancangan Peraturan 
Daerah yang berasal dari Gubernur Nusa Tenggara Barat di 
luar Propemperda, maka rancangan peraturan daerah yang 
telah diprogramkan dalam Program Pembentukan 
Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 perlu 
lakukan penyesuaian/perubahan; 

b. bahwa  sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat Nomor1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 
menyebutkan bahwa usul perubahan Program Pembentukan 
Perda dapat berupa usul penambahan atau pengurangan 
daftar rancangan Perda; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 
31/KEP.DPRD/2022 tentang Program Pembentukan 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Nusa Tenggara Barat; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;  
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Barat. 

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
Nomor : 009.1/467/BAPEMPERDA.DPRD/2023 Perihal 
Perubahan Propemperda Provinsi NTB Tahun 2023, tanggal    
28 Maret 2023; 

2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Maret 2023. 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 31/KEP.DPRD/2022 
tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi 
Nusa Tenggara Barat Tahun 2023. 

KEDUA : Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Diktum 
KEDUA huruf b dan Lampiran II, sehingga Diktum KEDUA 
berbunyi sebagai berikut : 

  Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaiman 
Diktum KESATU terdiri dari : 

a. 13 (Tiga Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah usul 
Prakarsa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa 
Tenggara Barat; dan 

b. 15 (Lima Belas) buah Rancangan Peraturan Daerah usul 
Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat 

KETIGA : Perubahan Lampiran II sebagaimana dimaksud Diktum 
KEDUA sebagaimana terlampir  

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di  Mataram 

pada tanggal 28 Maret 2023 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

K E T U A, 

 

 

 

HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA 

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.: 

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 

2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram; 
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB di Mataram; 

5. Arsip. 



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT            

     NOMOR     :   3  /KEP.DPRD/ 2023 

    TANGGAL     : 28 MARET 2023 

 

 

DAFTAR 15 (LIMA  BELAS) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

USUL PRAKARSA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 

 

NO. JUDUL RAPERDA KET. 

1 2 3 

1. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi NTB 

Luncuran 

2.  Raperda tentang Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Luncuran 

3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan. 

Luncuran 

4. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal 

Luncuran 

5. Raperda tentang Konversi PT. Jamkrida NTB Bersaing 

Menjadi PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB 

Syariah (Perseroda) (PT. Jamkrida NTB Syariah 

Perseroda). 

Luncuran 

6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. 

Luncuran 

7. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang                

Milik Daerah. 

Luncuran 

8. Raperda tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Usulan Baru 

9. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Usulan Baru 

10. Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan                    

Perangkat Daerah Provinsi NTB 

Usulan Baru 

 

11. Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada BUMD dan 

Perusahaan Swasta. 

Usulan Baru 
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NO. JUDUL RAPERDA KET. 

1 2 3 

12. Raperda tentang Pembentukan PT. Bank NTB Syariah 

(Perseroda). 

Usulan Baru 

13. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang PT. Gerbang NTB Emas 

(Perseroda). 

Usulan Baru 

14. Raperda tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga 

Nasional Ke-XXII Tahun 2028 Di Provinsi                            

Nusa Tenggara Barat- Nusa Tenggara Timur. 

Usulan Baru 

15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Konversi PT. Bank NTB menjadi PT. Bank NTB 

Syariah 

Usulan 

Baru/berubah 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

K E T U A, 
 

 

HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 


